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Abstrak
 

PT. Sekar Kenaka Langgeng mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar

menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 1451 Tanggal 20 Mei 2014 karena tanahnya berada diatas

tanah hasil reklamasi pantai yang dilaksanakannya. Sengketa tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung

yang pada intinya hakim membatalkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Terhadap gugatan pembatalan

sertifikat tersebut terdapat persoalan yaitu bagaimana kedudukan hukum pihak yang melaksanakan

reklamasi pantai terhadap tanah hasil reklamasi pantai menurut ketentuan hukum tanah nasional, bagaimana

cara perolehan hak atas tanah hasil reklamasi pantai oleh pihak yang melaksanakan reklamasi pantai,

bagaimana dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan yang diajukan pihak yang

melaksanakan reklamasi pantai terkait pembatalan sertipikat hak milik atas tanah hasil reklamasi pantai dan

apakah putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif

dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah hasil reklamasi pantai statusnya

adalah Tanah Negara. Tanah hasil reklamasi pantai tersebut tidak serta merta langsung menjadi hak dari

pihak yang melaksanakan reklamasi pantai. Penguasaan tanah masih dikuasai negara dan pengaturannya

masih diatur oleh Badan Pertanahan Nasional. Pemberian Hak Atas Tanah pada Tanah hasil reklamasi dan

tanah timbul dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak atas tanah yang dapat

diperoleh adalah Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kota dan Perseroan Terbatas akan mendapatkan

Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan. Putusan Mahkamah Agung tersebut belum sepenuhnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

......PT. Sekar Kenaka Langgeng sued the Land Office Bandar Lampung through the State Administrative

Court Bandar Lampung in order to the Court declare void Property Rights Certificate Number 1451 Date

May 20, 2014 because the soil is above ground reclamation implementation results. The formulation of the

problem in this thesis is how the legal position of the parties carrying out the reclamation of the land

reclaimed coastal land under the provisions of national law, how the terms and procedures for acquisition of

land reclaimed the beach by the parties implement the reclamation, how basic consideration so that the judge

granted the lawsuit filed by the parties carrying out the reclamation related to the cancellation of certificates

of ownership of land reclaimed beaches and whether the Supreme Court 39 s decision was in accordance

with the applicable legislation.

The author examines the problem by using the method of juridical normative research by way of literature

study. The results showed that the land reclaimed its status is the State Land coast. Land reclamation results

are not necessarily directly into the rights of the parties carrying out the reclamation. Land tenure is still

controlled by the state and the settings are still set by the National Land Agency. Granting Rights to Land on
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land reclamation and land arise conducted in accordance with the provisions of the legislation. The right to

land that can be obtained is the management rights on behalf of the City Government and Company Limited

will acquire Broking above ground management right. The Supreme Court verdict is not yet fully in

accordance with the legislation in force.


